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Abstract: The formulation of the problem in this study which includes how to fulfill the rights of women workers in Bencoolen 

Mall in the perspective of positive law and Islamic law? The type of research used is field research (Field Research). Data col-

lection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. This study concludes that 1). The 

implementation of the fulfillment of the rights of women workers at Bencoolen Mall in the perspective of positive law and Islamic 

law has been fulfilled and implemented optimally. 2). Fulfillment of the rights of women workers is regulated in 15 (fifteen) laws 

and regulations, essentially there are eight rights of women workers guaranteed by the government given by Bencoolen Mall 

to its female workers. The rights that must be obtained by female workers consist of: the right to rest for menstruation, the right 

to get protection during pregnancy and the prohibition of layoffs for workers who are married, pregnant, and giving birth, the 

right to rest during pregnancy, abortion and childbirth, and the opportunity to breastfeed. Furthermore, the obligations that 

must be carried out by the company in fulfilling the rights of women workers consist of: the obligation to provide breastfeeding 

facilities, the obligation not to discriminate and employ women workers at night and the obligation to guarantee protection from 

violence and harassment. 3). In the study of Islamic law, it shows that the rights of women workers are very much considered, 

especially in aspects related to the fulfillment of the rights to the income earned from the work. The right to get an appropriate 

wage (sura An-Nissa: 32, An-Nisa: 124), the right to leave and work relief (sura Al-Baqarah: 286) and the right to get comfort 

and protection (At-Taubah: 71 and An-Nissa: 34).

Keywords: Women Workers Rights, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi  bagaimana pemenuhan hak pekerja perempuan di Bencoolen 

Mall dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (Field Re-

search). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa 1). Pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan di bencoolen mall dalam perspektif hukum positif dan hukum 

Islam sudah terpenuhi dan terlaksana dengan maksimal. 2). Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tersebut diatur di dalam 

15 (Lima belas) peraturan perundang-undangan yang intinya terdapat delapan hak pekerja perempuan yang dijamin oleh pe-

merintah yang diberikan oleh bencoolen mallkepada pekerja perempuannya. Hak yang wajib didapat oleh pekerja Perempuan 

terdiri dari: Hak Istirahat haid, Hak mendapatkan Perlindungan saat hamil dan larangan PHK bagi pekerja yang menikah, 

hamil, dan melahirkan, Hak Istirahat Hamil, Gugur Kandungan dan Melahirkan, dan Kesempatan menyusui. Selanjutnya 

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan dalam memenuhi hak pekerja perempuan yang terdiri dari: kewajiban 

menyediakan fasilitas menyusui, kewajiban untuk tidak melakukan deskriminasi dan mempekerjakan pekerja perempuan di 

malam hari dan kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. 3). Dalam kajian hukum 

Islam menunjukan bahwa hak pekerja perempuan sangat diperhatikan terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan 

segi hak pemenuhan atas pendapatan yang diperoleh atas pekerjaan tersebut. Hak mendapatkan upah yang sesuai (surah An-

Nissa: 32, An-Nisa: 124), hak cuti dan keringanan pekerjaan (surah Al-Baqarah: 286) dan hak mendapatkan kenyamanan dan 

perlindungan (At-Taubah: 71 dan An-Nissa: 34).

Kata Kunci: Hak Pekerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Positif.
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Pendahuluan
Hak-hak pekerja perempuan di Bencoolen mall 

Kota Bengkulu secara umum sudah dipenuhi oleh 

perusahaan meskipun demikian masih banyak 

pekerja perempuan yang belum tahu hak haknya 

sebagai pekerja dimana sudah diatur didalam UU 

No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adapun 

jika ditinjau berdasarkan hukum islam, maka hal 

tersebut perlu dikaji kembali secara sistematis dan 

ilmiah. Pekerja perempuan di Bencoolen mall kota 

Bengkulu cukup banyak jika dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lain yang juga mempeker-

jakan perempuan sebagai kariawatinya. Masih ada 

pekerja perempuan di Bencoolen mall Kota Beng-

kulu yang penulis lihat belum terpenuhi haknya se-

cara sempurna.

Berdasarkan beberapa fakta yang penulis ketahui 

bahwa banyak diantara mereka tidak memahami 

atau belum tahu terhadap hak-hak apa saja yang se-

harusnya mereka dapatkan namun juga disamping itu 

mereka juga tidak terlalu mempedulikan hak haknya 

sebagai contohnya didalam bolehnya mengambil  

hak cuti pada masa haid hari pertama dan kedua, 

hak istirahat hamil, terkait dengan upah yang layak 

atau tidak serta perlindungan terhadap hak haknya 

sebagai pekerja  dan batasan batasan seperti apa 

yang diatur oleh Islam terkait dengan pekerja atau 

buruh perempuan karena didalam Islam perempuan 

ada batasan batasannya seperti jika sudah menikah 

apakah sudah izin suaminya.

Perusahaan dapat diartikan sebagai suatu organ-

isasi yang melakukan kegiatan usaha atau badan 

usaha yang didirikan serta berkedudukan dalam 

wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dengan 

tujuan untuk memperoleh keuntungan.   Terdapat 

hubungan hukum terjadi pada suatu perusahaan. 

Pada dasarnya dalam setiap hubungan hukum yang 

tercipta oleh hukum selalu dilain pihak menyebabkan 

munculnya kewajiban.

Sejalan dengan itu, Agama Islam telah diberikan 

peran perempuan, terlebih bagi seorang istri. Maka 

suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga dan 

wajib memimpin, melindungi dan memberi nafkah 

kepada seluruh keluarganya. Sedangkan bagi seorang 

istri sekaligus seorang ibu yang mengatur rumah tang-

ganya maka bertanggung jawab untuk mengatur ru-

mah tangganya dibawah kepemimpinan suaminya. 

Apabila perempuan belum menikah maka masih 

tanggung jawab bapaknya. Sebagaimana Allah  SWT 

menyebutkan dalam surah An-nisa ayat 34 yang ber-

bunyi:

Artinya : 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 

perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan 

sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 

yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-

laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mer-

eka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah 

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika 

suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah me-

melihara (mereka). Perempuan-perempuan yang 

kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mer-

eka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-

cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya 

Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. 

Berdasarkan surah An nisa ayat 34 di atas maka 

dapat dipahami bahwa dalam Islam kewajiban un-

tuk bekerja dalam rangka mencari nafkah tidak dibe-

bankan kepada perempuan akan tetapi merupakan 

kewajiban bagi seorang laki-laki selaku kepala ke-

luarga untuk melindungi serta memenuhi kebutu-



M. Rulian Frabio: Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall    153

Rumusan Masalah
1.	 Bagaimana pemenuhan hak pekerja perem-

puan di bencoolen mall Kota Bengkulu?

2.	 Bagaimana pemenuhan hak pekerja perem-

puan perspektif hukum positif  di bencoolen 

mall Kota Bengkulu?

3.	 Bagaimana pemenuhan hak pekerja perem-

puan perspektif hukum Islam di bencoolen 

mall Kota Bengkulu ?

Tujuan Penelitian
1.	 Untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan 

hak pekerja perempuan di Bencoolen Mall 

kota Bengkulu.

2.	 Untuk mengetahui Bagaimana pemenu-

han hak pekerja perempuan di bencoolen 

mall kota bengkulu dalam perspektif hukum 

positif.

3.	 Untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan 

hak pekerja perempuan di bencoolen mall 

kota bengkulu dalam perspektif hukum Is-

lam.

Kajian  Teori
Hak Pekerja Perempuan Dalam Pasal 27 Ayat 2 
UUD 1945

Negara mengemban tiga tingkat tanggung jawab 

yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan 

hak dasar manusia yang tidak bisa dipisahkan satu 

dengan lainnya karena saling terikat. Penghormatan 

memerlukan peneguhan melalui pelaksanaan stan-

dar normatif yang mengakui hak asasi manusia tanpa 

kecuali merupakan syarat awal bagi penikmatan hak 

dan kebebasan. Negara perlu menciptakan lingkun-

gan, termasuk kerangka kelembagaan yang memung-

kinkan pemenuhan stndar normatif tersebut. Negara 

juga harus mengembangkan mekanisme yang secara 

efektif melindungi standar-standar tersebut dari anca-

man dan tindak pelanggaran. 

han keluarganya dan bekerja jika dia telah menikah 

maka tanggung jawab dibebankan kepada suami 

jika belum maka masih tanggung jawab ayahnya. 

Islam memang memberikan amanah dan kewajiban 

bekerja dalam mencari nafkah namun demikian Is-

lam juga membolehkan perempuan untuk bekerja 

dalam rangka menolong perekonomian keluarga.

Kita dapat melihat bagaimana begitu banyak pe-

lamar kerja perempuan menurut dari Badan pusat 

statistik Provinsi Bengkulu, jumlah pekerja di provinsi 

bengkulu pada tahun 2021 adalah sebanyak 131 064 

(Seratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat) 

orang, dengan rincian sebanyak 36,20 persen dian-

taranya ialah pekerja perempuan.

Jadi, jumlah pekerja perempuan di Provinsi 

Bengkulu pada tahun 2021 ialah sebanyak 47. 446 

(empat puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh 

enam) orang.   Jadi, jumlah pekerja perempuan di 

Provinsi Bengkulu menurut data tersebut cukuplah 

banyak dan semuanya itu tentunya harus dipenuhi 

semua hak-hak mereka sebagai pekerja oleh tempat 

dimanapun ia bekerja karna secara yuridis dilind-

ungi oleh undang undang yang harusnya melekat 

kepada pekerja perempuan.

Alasan mengapa penulis tertarik untuk melaku-

kan penelitian dan penulis memilih Bencoolen 

Mall sebagai objek penelitian dikarenakan didalam  

pusat perbelanjaan Bencoolen mall banyak terda-

pat pekerja perempuan dan penulis tertarik me-

nelitinya apakah pekerja perempuan disana telah 

atau belum mengetahui hak haknya sebagai pekerja 

perempuan yang dimana itu dilindungi oleh undang 

undang salah satunya  UU No 13 Tahun 2003 ten-

tang Ketenagakerjaan.  Berdasarkan permasalahan 

itulah maka penulis tertarik untuk melakukan pene-

litian tentang “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan 

Di Bencoolen Mall Kota Bengkulu Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

9Pinadumi Atika Putri Fajrina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 
Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Ilmiah: Fakultas Hu-
kum Universitas Mataram, 2019, h.1

10Febri Jaya, Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan: Kajian Per-
bandingan Hukum di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: Suluh Media, 
2014), h. 37

11Aditus Adisu dan Libertus Jehani, Panduan Hukum Pekerja Hak-hak 
Pekerja Perempuan, (Tanggerang: VisiMedia, 2007), Cetakan Ke-2, h. 14

12Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris 
& Normatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.280
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Hak Pekerja Perempuan dalam UU. No 39 Tahun 
1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Menurut kamus hukum hak adalah benar, surgin-

do, kekuasaan yang benar atas sesuatu. Sedangkan 

menurut Mr. L.J van Apeldoor, “hak adalah Hukum 

yang berhubungan dengan manusia atau subyek hu-

kum tertentu dengan demikian menjelma menjadi 

suatu kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila hu-

kum mulai bergerak”. 

Hak yang ada pada seseorang merupakan me-

wajibkan untuk melakukan suatu prestasi atau tidak 

melalukan sesuatu, sehingga antara hak dan kewa-

jiban adalah saling berkaitan satu sama lainnya. Hak 

dan kewajiban merupakan hubungan yang sangat 

erat, di mana satu mencerminkan adanya yang lain. 

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki 

oleh setiap manusia tanpa memandang jenis kelamin, 

suku dan ras seperti yang tertuang didalam Pasal 1 

Ayat (1) UU. No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan ke-

beradaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihor-

mati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hu-

kum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan 

serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 

Berdasarkan pasal tersebut maka setiap orang berhak 

untuk dihormati hak haknya sebagai pekerja.

Hak Pekerja Perempuan dalam UU. No 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hak pekerja perempuan diatur secara spesifik da-

lam undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketena-

gakerjaan. Dalam dunia kerja, setiap pekerja perem-

puan sangat potensial berada pada posisi tersulit, hal 

tersebut disebabkan karena masih kentalnya budaya 

patriarki yang hidup ditengah masyarakat yang selalu 

menempatkan pria sebagai sosok yang superior, se-

dangkan perempuan dinyatakan sebagai sosok yang 

inferior (lemah).  Hal tersebut kemudian menghambat 

pekerja perempuan dalam mengembangkan segala 

potensi dan bakat dalam diri mereka masing-masing 

khususnya dalam melakukan pekerjaan. Meskipun isu 

keadilan dan kesetaraan gender telah diperjuangkan 

sedemikian rupa, namun tampaknya kaum perem-

puan selalu dianggap sebagai makhluk yang dinomor 

duakan setelah kaum laki-laki. 

Didalam sistem negara kesatuan Republik Indo-

nesia bagi pekerja perempuan, ada hak-hak khusus 

yang dimiliki dan hak tersebut diatur dalam beberapa 

peraturan perundang undangan dan aturan ketena-

gakerjaan yang terkait. Setiap perusahaan atau Lem-

baga dan Instansi yang memperkerjakan perempuan 

dalam perusahaanya wajib menjamin terlaksananya 

hak-hak pekerja perempuan yang telah diatur di da-

lam undang-undang.  Menurut Aditus Adisu dan Lib-

ertus Jehani Hak pekerja perempuan tersebut antara 

lain: 

1)	 Istirahat/Cuti Haid

2)	 Istirahat/Cuti hamil dan melahirkan

3)	 Istirahat/Cuti keguguran

4)	 Kesempatan Menyusui dan Fasilitas Menyusui

5)	 Larangan Mempekerjakan Perempuan Hamil 

pada Kondisi Berbahaya

6)	 Larangan PHK karena Hamil, Melahirkan, Gu-

gur kandungan, atau Menyusui

7)	 Ketentuan Mempekerjakan Pekerja Perempuan 

di Malam Hari

8)	 Kekerasan Berbasis Gender (Perlindungan dari 

Kekerasan, Pelecehan dan Diskriminasi).

Hak Pekerja Perempuan Dalam UU No 11 Tahun 

2020 Tentang Cipta Kerja

 Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Un-

1Nurlina, “Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hu-
kum Islam”,  Jurnal: Al-Himayah, Vol.3 No. 2 (Oktober 2019), h. 127-144.

2FajarNews, Sabtu 22 Juni 2019 , “Ketahanan Keluarga di Era Revolusi 
Industri 4.0”, h.1.

3Nurliana, “Formulasi Keluaga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hu-
kum Islam”, Jurnal: Al-Himayah Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2019), h. 127 – 144. 

Jurnal ini membahas mengenai formulasi keluarga dalam mengahadapi tan-
tagan era revolusi industri 4.0, tetapi kurang membahas mengenai dampak 
yang terjadi atas revolusi industri 4.0.

4Asman, “Hak dan kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Revol-
sui Industri 4.0 (Perspektif Hukum Keluarga Islam)”, Jurnal: Samarah, Vol.4 
No.1 (Januari – Juni 2020), h. 232 – 257. Dalam jurnal ini hanya mengulas 
tentang hak dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak di era revolusi 
industri 4.0. Tujuan jurnal ini lebih mengarah kepada hak dan kewajiban 
orang tua, sedikit sekali menyinggung mengenai dampak yang terjadi atas 
revolusi industri 4.0 dibidang keluarga.

5Ansari, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural sebagai Kon-
sep Pembangunan Karakter dalam Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0”, 
Jurnal: Ar-Risalah, Vol.18 No. 2 (2020), h. 1-15. Jurnal ini mengulas tentang 
upaya yang penting dilakukan terutama dalam bidang pendidikan untuk 
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dang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

adalah Undang undang di indonesia yang telah dis-

ahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan 

diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan 

untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan 

investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi 

persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembe-

basan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 hala-

man dan mencakup banyak sektor, UU. No 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja ini juga disebut sebagai Om-

nibus Law. 

Undang- Undang Nomor  11  Tahun  2020  Ten-

tang  Cipta  Kerja telah banyak merevisi berbagai 

macam peraturan termasuk didalamnya UU No 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diantaranya 

ialah tentang gaji dan upah dan pekerja asing namun 

demikian itu sama  sekali  tidak  mengubah  substansi  

dari pemberian   perlindungan   hak-hak   pekerja   

perempuan sebagaimana yang telah  diatur sebelum-

nya  didalam  UU No. 13 Tahun  2003 Tentang Ketena-

gakerjaan. Adapun perlindungan pekerja perempuan 

sebagaimana yang dimaksud di dalam  undang-un-

dang ketenagakerjaan sebelumnya masih  tetap  ber-

laku  dan  sama sekali  tidak  di ubah meskipun saat 

ini telah diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  11  

Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja.

Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan (Field Research). Oleh sebab variable-vari-

abel penelitian yang kompleks dan peneliti diarahkan 

kepada pemahaman dan penafsiran makna menu-

rut realitas dibangun (dekonstruksi) maka penelitian 

ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Dengan kata lain, jenis penelitian yang 

penulis gunakan ialah penelitian hukum empiris.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode 

penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta em-

piris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku 

verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku 

nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. 

Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati 

hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan 

fisik maupun arsip.  Dimana dalam penelitian yang 

penulis lakukan mencoba untuk menjawab dan men-

gungkap fakta mengenai bagaimana pemenuhan hak 

pekerja perempuan di Bencoleen mall Kota Bengkulu. 

Selanjutnya, setelah mendapatkan data-data peneli-

tian yang penulis kumpulkan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemenuhan 
Hak Pekerja Perempuan Di Bencoolen Mall Kota 
Bengkulu

Pasca terbitnya Omnibus Law UU Cipta Kerja No. 

11 tahun 2020, banyak kekhawatiran hak pekerja 

perempuan yang tercantum dalam UU No. 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dihilangkan karena 

tidak tercantum di dalam UU Cipta Kerja. Mengenai 

hal ini, mengacu pada pasal 80 dan 81 UU Ciptaker, 

menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan masih ber-

laku sepanjang tidak diubah, dihapus, atau ditetapkan 

pengaturan barunya oleh UU Cipta Kerja. Oleh karena 

sejumlah hak pekerja perempuan dalam UU Ketena-

gakerjaan yang disebutkan di atas tidak diubah, di-

hapus, atau ditetapkan pengaturan barunya oleh UU 

Cipta Kerja, maka masih berlaku hingga kini. Namun 

demikian untuk kepastian hukum penting bagi pen-

megimbangi pesatnya teknologi dan revolusi indsutri 4.0. pembahasannya 
lebih mengarah pada penguatan pendidikan karakter.

6Afifah Chusna dkk, “peran Pendidikan Keluarga dalam Menghadapi 
Tantangan Revolusi Industri 4.0”, Prosiding Seminar Nasional & Call Paper, 
(April 2019). h. 128 -132. Jurnal ini lebih membahas mengenai bagaimana 
seharusnya peran keluarga dalam mendidik anak, akan tetapi yang ditawar-
kan masih bersifat umum. Sehingga dimerlukan klasifikasi peran keluarga 
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gusaha dan pekerja/serikat pekerja untuk memasukan 

klausul perlindungan maternitas ke dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja ber-

sama.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah 

penulis lakukan kepada Lilis puji rahayu selaku HRD 

hypermart Bencoolen mall dan beberapa orang kary-

awan perempuan di Bencoolen mall Kota Bengkulu 

jika ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia 

telah terpenuhi semuanya dari total delapan hak yang 

harus di dapat oleh karyawan dan tiga kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh perusahaan hypermart dan juga 

pengusaha yang menjalankan usahanya di Bencoolen 

Mall maka penulis melihat telah berjalan dengan baik 

meskipun belum sempurna oleh pihak perusahaan 

Hypermart dan juga pengusaha di Bencoolen mall 

Kota Bengkulu kepada pekerja perempuannya.

Seperti halnya hak istirahat haid bagi karyawan 

perempuan, Dalam pelaksanaannya pihak bencol-

len mall seharusnya dapat lebih mengarahkan para 

pekerja perempuannya supaya dapat beristirahat di 

Rumah tanpa menunggu surat keterangan dokter. 

Fakta dilapangan yang penulis temukan berdasarkan 

wawancara dengan vevi aulia, pekerja perempuan 

yang mengalami sakit pada saat datang bulan lebih 

memilih bekerja disebabkan adanya ketakutan/ rasa 

was-was akan menimbulkan kerugian bagi dirinya 

dan perusahaan. Selain itu pekerja perempuan yang 

datang bulan takut untuk cuti haid karena khawatir 

kinerjanya akan dipandang buruk oleh pihak perusa-

haan sehingga akan berdampak kepada masa depan-

nya. Menurut hemat penulis harusnya Perusahaan 

harus lebih peka terhadap hak pekerja perempuan 

meskipun itu hanya sebatas hak istirahat haid karna 

itu penting bagi mereka dimana diawal mulai haid 

terasa sangat perih sehingga kadang kala jika peker-

ja perempuan memaksakan diri tetap bekerja justru 

pekerjaan akan terlaksana kurang maksimal dan har-

usnya tingkat kebolehan untuk istirahat diperluas.

Dari wawancara dengan vevy aulia penulis 

mengamati bahwa pekerja perempuan juga tidak 

terlalu peduli terhadap hak hak mereka. Keselama-

tan pekerja perempuan harusnya menjadi perhatian 

khusus bagi perusahaan mengingat tatkala mer-

eka sedang hamil besar harusnya pimpinan perusa-

haan memiliki inisiatif mengintruksikan para pekerja 

perempuannya untuk segera mengambil cuti selama 

satu bulan setengah pra lahir dan 1 bulan setengah 

lagi pasca lahir hal ini harus menjadi fokus perusa-

haan didalam melindungi pekerja perempuannya 

karna jikalau terjadi hal yang tidak diinginkan pada 

saat bekerja maka perusahaan harus bertanggung 

jawab. Kemudian untuk masalah upah berdasarkan 

hasil wawancara dengan Novita sari bahwa pada saat 

tidak masuk kerja karna sakit, haid ataupun sedang 

cuti melahirkan maka upah mereka tidak dipotong 

dan tetap menerima full asalkan dibuktikan dengan 

keterangan yang jelas tidak mengada ada meskipun 

pekerja perempuan tidak full mengambil cuti melahir-

kan selama 3 bulan.

Bahwa harusnya para pengusahan di Bencoolen 

mall lebih ditingkatkan lagi perhatiannya terhadap hak 

hak pekerja perempuannya. Sepengamatan penulis 

tidak menemukan kesalahan yang besar oleh peru-

sahaan dalam memenuhi hak pekerja perempuan di 

Bencoolen mall Kota Bengkulu dan pihak perusahaan 

cukup baik dalam melaksanakan pemenuhan hak 

pada pekerja peempuan.
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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan 
Hak Pekerja Perempuan Di Bencoleen Mall Kota 
Bengkulu

Menurut hukum Islam seorang buruh atau pekerja 

perempuan berhak mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dalam 

hal ini majikan berhak menolak seorang buruh yang 

meminta pekerjaan pada perusahaan bila bakat dan 

kemampuan buruh itu tidak sesuai dengan pekerjaan 

yang tersedia.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia juga demikian. Maka tidak heran jika da-

lam undang-undang ketenagakerjaan atau peraturan 

perundang-undangan lainnya yang mengakomodir 

hak-hak pekerja perempuan juga secara tidak lang-

sung juga mengadopsi dan sesuai dengan prinsip dari 

hukum Islam yang bersumber dari sumber hukum Is-

lam yang utama yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits. Hak-

hak pekerja perempuan secara umum dalam kajian 

hukum Islam sebenarnya masih belum ada aturan 

baik dalam Al-Qur’an ataupun Al-Hadits yang secara 

konkrit dan jelas menyebutkan mengenai hak-hak 

tersebut. Namun penulis telah mengumpulkan dari 

berbagai sumber ilmiah melalui penelitian yang di-

lakukan mengenai hal itu dan berikut penjelasannya:

a. Hak Memilih Pekerjaan
Sebagaimana telah penulis singgung dalam pem-

bahasan sebelumnya, bahwa dalam hukum Islam 

seorang perempuan diberikan kebebasan untuk 

melakukan dan menetukan jenis pekerjaan yang di-

lakukannya yang dimana ia mampu melakukannya 

selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-

Hadits. Hal ini dikarenakan dalam Islam perempuan 

tidak dibebankan kewajiban untuk memenuhi nafkah 

keluarganya, akan tetapi kewajiban itu dibebankan ke-

pada kaum lelaki selaku kepala rumah tangga baik itu 

suaminya atau ayahnya apabila ia belum menikah.

b. Hak mendapatkan upah yang layak
Surah An-Nisa ayat: 32 menjelaskan bahwa perem-

puan mendapatkan harkat dan derajat yang sama da-

lam setiap usahanya dan tidak ada perbedaan men-

genai hal tersebut. Berikut bunyi surah tersebut:

Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih 

banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi 

orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) 

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala ses-

uatu”.

c. Hak Untuk mendapatkan keringanan peker-
jaan
Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

surah Al-Baqarah ayat: 286 menjelaskan bahwasanya 

Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali den-

gan kemampuannya, maka sudah sepatutnya perem-

puan mendapatkan hak seperti itu terutama dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan.

d. Hak mendapatkan  perlindungan
Mendapatkan kenyamanan dan perlindungan 

bagi pekerja perempuan dalam Islam dapat meru-

juk kepada al-Qur’an surah At-Taubah ayat: 71 yang 

menjelaskan bahwa manusia sudah sepatutnya saling 

tolong menolong, terutama bagi laki-laki untuk senan-

tiasa melindungi dan menjaga keselamatan terhadap 

makhluk yang kerap kali dipandang lebih lemah 

(perempuan). Pada pokoknya surah tersebut sudah 

penulis sapaikan pada pembahasan sebelumnya.

Kesimpulan
Berdasarkan paparan yang sudah penulis jelaskan 

dari bab I sampai bab IV secara umum penulis meny-

impulkan bahwa pemenuhan hak pekerja perempuan 

35Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan 
Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 
h. 91.

36Ruang Guru, 22 Desember 2017 ”Mengenal Tiga Teori Permasalahan 
Sosial”, h. 1

37Nurlina, “Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hu-
kum Islam”, Jurnal: Al-Himayah, Vol. 3 No.2 (Oktober, 2019), h. 141.

38Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan 
Mandiri Calon Pengantin), h. 104.

39Al-Quran Al-Karim, An-nisa (4): 9.
40Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan 

Mandiri Calon Pengantin), h. 92.
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di Bencollen mall Kota Bengkulu dari hak mendapat-

kan upah standart UMP, hak istirahat cuti haid, hak 

cuti istirahat melahirkan, hak cuti istirahat kegugu-

ran, hak untuk menyusui dan perlindungan kepada 

pekerja perempuan yang bekerja dimalam hari sudah 

terpenuhi dengan baik dan  tidak dilarang mengena-

kan jilbab

Pemenuhan hak pekerja perempuan di bencoolen 

mall kota bengkulu dalam hukum positif telah berjalan 

dengan baik meski belum sempurna pelaksanaanya, 

penulis tidak menemukan hak hak mereka diabaikan 

dan dilanggar oleh perusahaan.

Adapun pemenuhan hak pekerja perempuan di 

Bencollen Mall Kota Bengkulu dalam tinjauan hukum 

islam belum terpenuhi secara maksimal seperti men-

jalankan ibadah sholat dengan leluasa, penulis meli-

hat belum tersedianya fasilitas musholah kecil, belum 

mendapatkan hak perlindungan yang maksimal bagi 

pekerja perempuan yang bertugas malam hari, na-

mun perusahaan tidak melarang pekerja perempuan 

muslimah untuk memakai jilbab.
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